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Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pengembangan Obyek Wisata Pantai
Pada Dinas Pariwisata Di Kota Makassar

Penelitian ini memiliki tujuan mendiskripsikan serta menjelaskan
Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pengembangan Obyek Wisata Pantai Pada
Dinas Pariwisata Di Kota Makassar. Dalam permasalahan di Dinas Pariwisata
kota makassar masih belum terurus dengan baik karna belum adanya campur
fangan darli pemerintah pusat baik dalam mengurus serta mengembangkan
pariwisata tersebut sedangkan permasalahan di Dinas Kebudayaan kota makassar
itu lebih mengarah ke pengembangan budaya yang ada di makassar dengan cara
mengadakan semacam acara atau event kebudayaan untuk diperkenalkan langsung
di kalangan masyarakat yang belum tau kebudayaan disetiap kota yang ada di
makassar. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul ini supaya lebih tau lagi
sistem kebijakan publik di setiap kantor dinas dalam mengembangkan pariwisata
dan kebudayaan yang ada di kota makassar agar objek wisata bisa berkembang
lagi di kalangan masyarakat dari luar Sulawesi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengembangan
Obyek Wisata Pantai Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Di Kota Makassar,
di lihat dari aspek: 1. Komunikasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Makassar sudah dikatakan sangat bagus karena dari pihak kantor dinas selalu
mementingkan komunikasi setiap bidang yang ada di kantor masing agar berjalan
dengan sesuai SOP disetiap masing kantor dalam mewujudkan pelayanan yang
bagus. 2. Sumber Daya, pihak kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata
sudah dikatakan bagus dalam menyediaan sumber daya alam disetiap objek wisata
supaya masing objek wisata memiliki sumber daya alam yang bagus dalam
menarik minat masyarakat yang datang untuk melakukan liburan, 3. Disposisi
(Sikap Pelaksana), Oleh karena itu pihak kantor Dinas Kebudayaan dan Dinas
Pariwisata Kota Makassar sudah dikatakan bagus karena setiap kantor masing
pegawai sudah diberikan pelatihan tentang kebijakan pengembangan wisata yang
ada di kota makassar, 4. Struktur Birokrasi, Oleh karena itu dari pihak kantor
dinas sudah dikatakan bagus karena struktur birokrasi yang ada di masing kantor
dinas sudah menerapkan struktur birokrasi yang sudah ditetapkan langsung dari
kantor pusat.
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